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PENJELASAN 

ATAS  
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NOMOR 30 TAHUN 2020 

TENTANG  

PENURUNAN TARIF PAJAK PENGHASILAN BAGI WAJIB PAJAK BADAN 

DALAM NEGERI YANG BERBENTUK PERSEROAN TERBUKA 

 

 

I. UMUM 

Sektor pasar modal yang kuat berperan penting dalam pertumbuhan 

investasi, perbaikan struktur permodalan usaha, dan percepatan 

pertumbuhan ekonomi nasional.  

Penguatan sektor pasar modal dapat diwujudkan salah satunya 

dengan meningkatkan jumlah perusahaan yang terdaftar menjadi 

Perseroan Terbuka sehingga sahamnya dapat diperdagangkan pada bursa 

efek di Indonesia.  

Selaras dengan hal tersebut dan untuk mendorong peningkatan 

kepemilikan publik pada Perseroan Terbuka serta menunjang peningkatan 

peran pasar modal untuk pendanaan dunia usaha dan sarana kegiatan 

investasi, perlu diberikan insentif fiskal berupa penurunan tarif Pajak 

Penghasilan bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka.  

Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan 

Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 

Keuangan menjadi Undang-Undang, Wajib Pajak Perseroan Terbuka yang 
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paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham 

yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia dan memenuhi 

persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh penurunan tarif Pajak 

Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah dari tarif Pajak 

Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 

Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 

Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka 

Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional 

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang. 

Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai persyaratan 

penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga persen) lebih rendah 

dari tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang 

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk 

Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau 

dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian 

Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang 

bagi Wajib Pajak Perseroan Terbuka. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

 

Pasal 1 

 Cukup jelas. 

 

 Pasal 2 

 Cukup jelas. 

 

Pasal 3 

Ayat (1) 

Jumlah keseluruhan saham yang disetor dihitung dari modal 

ditempatkan dan disetor penuh sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas.  

Ayat (2) 

Besaran 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan 
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saham yang ditempatkan dan disetor penuh, yang 

diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia harus dimiliki oleh 

paling sedikit 300 (tiga ratus) Pihak. 

Contoh kondisi yang memenuhi persyaratan untuk dapat 

memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga 

persen):  

Contoh 1.A:  

PT WS Tbk. mempunyai modal dasar Rp900.000.000.000,00 

(sembilan ratus miliar rupiah), dengan modal ditempatkan dan 

disetor penuh sebesar Rp600.000.000.000,00 (enam ratus miliar 

rupiah) dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.000,00 

(seribu rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetor 

penuh adalah 600.000.000 (enam ratus juta) lembar saham.  

PT WS Tbk. mencatatkan 40% (empat puluh persen) dari saham 

ditempatkan dan disetor penuh tersebut, yaitu sejumlah 

240.000.000 (dua ratus empat puluh juta) lembar saham, untuk 

diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia.  

Saham sejumlah 40% (empat puluh persen) tersebut dimiliki 

oleh 300 (tiga ratus) Pihak dengan persentase kepemilikan 

masing-masing Pihak paling tinggi sebesar 4,99% (empat koma 

sembilan puluh sembilan persen).  

Kondisi tersebut terjadi selama 183 (seratus delapan puluh tiga) 

hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak. 

Dengan demikian, jumlah saham PT WS Tbk. yang 

diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia sebesar 40% (empat 

puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang 

ditempatkan dan disetor penuh serta dimiliki oleh 300 (tiga 

ratus) Pihak dengan kepemilikan masing-masing Pihak kurang 

dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan 

dan disetor penuh. Mengingat kondisi tersebut terjadi selama 

183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan pemenuhan 

persyaratannya dilakukan dengan penyampaian laporan kepada 

Direktorat Jenderal Pajak, maka PT WS Tbk. memenuhi 

ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), sehingga dapat 

memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga 

persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2.  
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Contoh 1.B: 

PT SA Tbk. mempunyai modal dasar Rp3.000.000.000.000,00 

(tiga triliun rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor 

penuh sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) 

dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.000,00 (seribu 

rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetor penuh 

adalah 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham.  

PT SA Tbk. mencatatkan 100% (seratus persen) dari saham 

ditempatkan dan disetor penuh tersebut, untuk diperdagangkan 

di PT Bursa Efek Indonesia, yang terdiri dari:  

a. 56% (lima puluh enam persen) dari saham yaitu sejumlah 

1.120.000.000 (satu miliar seratus dua puluh juta) lembar 

saham dimiliki oleh 4 (empat) Pihak dengan persentase 

kepemilikan masing-masing Pihak sebesar 14% (empat 

belas persen); dan 

b. 44% (empat puluh empat persen) dari saham yaitu 

sejumlah 880.000.000 (delapan ratus delapan puluh juta) 

lembar saham dimiliki oleh 8.800 (delapan ribu delapan 

ratus) Pihak dengan persentase kepemilikan masing-masing 

Pihak paling tinggi sebesar 4,99% (empat koma sembilan 

puluh sembilan persen). 

Kondisi tersebut terjadi selama 256 (dua ratus lima puluh enam) 

hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak.  

Dengan demikian, jumlah saham PT SA Tbk. yang 

diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia lebih dari 40% 

(empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang 

ditempatkan dan disetor penuh serta dimiliki lebih dari 300 (tiga 

ratus) Pihak dengan kepemilikan masing-masing Pihak kurang 

dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan 

dan disetor penuh. Mengingat kondisi tersebut terjadi selama 

lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dan pemenuhan 

persyaratannya dilakukan dengan penyampaian laporan kepada 

Direktorat Jenderal Pajak, maka PT SA Tbk. memenuhi 

ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), sehingga dapat 

memperoleh penurunan tarif Pajak Penghasilan sebesar 3% (tiga 

persen) lebih rendah dari tarif Pajak Penghasilan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2.  
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Contoh 1.C:  

PT MS Tbk. mempunyai modal dasar Rp3.000.000.000.000,00 

(tiga triliun rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor 

penuh sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) 

dengan nilai nominal per lembar saham Rp1.000,00 (seribu 

rupiah) sehingga total saham ditempatkan dan disetor penuh 

adalah 2.000.000.000 (dua miliar) lembar saham.  

Dari keseluruhan saham PT MS Tbk. yang ditempatkan dan 

disetor penuh tersebut terdiri dari:  

a. 65% (enam puluh lima persen) dari saham ditempatkan dan 

disetor penuh, yaitu sejumlah 1.300.000.000 (satu miliar 

tiga ratus juta) lembar saham, diperdagangkan di PT Bursa 

Efek Indonesia;  

b. 30% (tiga puluh persen) dari saham ditempatkan dan 

disetor penuh, yaitu sejumlah 600.000.000 (enam ratus 

juta) lembar saham, diperdagangkan pada bursa efek di 

luar negeri; dan  

c. 5% (lima persen) dari saham ditempatkan dan disetor 

penuh, yaitu sejumlah 100.000.000 (seratus juta) lembar 

saham, diperdagangkan di luar bursa.  

Saham sejumlah 65% (enam puluh lima persen) sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dimiliki oleh 3.000 (tiga ribu) Pihak. Di 

antara 3.000 (tiga ribu) Pihak, terdapat 1 (satu) Pihak yang 

persentase kepemilikannya sebesar 22% (dua puluh dua persen), 

sisanya 2.999 (dua ribu sembilan ratus sembilan puluh 

sembilan) Pihak memiliki persentase kepemilikan kurang dari 

5% (lima persen) dengan jumlah persentase kepemilikannya 

sebesar 43% (empat puluh tiga persen). 

Kondisi tersebut terjadi selama 222 (dua ratus dua puluh dua) 

hari kalender dalam 1 (satu) Tahun Pajak.  

Dengan demikian, jumlah saham PT MS Tbk. yang 

diperdagangkan di PT Bursa Efek Indonesia lebih besar dari 40% 

(empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang 

ditempatkan dan disetor penuh serta dimiliki lebih dari 300 (tiga 

ratus) Pihak dengan kepemilikan masing-masing Pihak kurang 

dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang ditempatkan 

dan disetor penuh. Mengingat kondisi tersebut terjadi selama 
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